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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR : 05/Pilbup/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE — KECAMATAN LIBURENG PEMILU
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf d,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilu bahwa tugas dan wewenang KPU Kab/Kota dalam
penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Pemilu Bupati, membentuk
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), PPS dan KPPS dalam wilayah
kerjanya.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf
a diatas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bone tentang Pembentukan dan Pengangkatan
Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se - Kecamatan
Libureng Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 5246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5246);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4865);
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4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang
Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 15 Tahun
2012 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone,
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati BoneTahun 2013;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor : 06/KPU-
BN/025.433300/VII/2012 Tanggal 14 Juli 2012 perihal Penetapan
Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone
Tahun 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE — KECAMATAN
LIBURENG PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI SELATAN SERTA PEMILU BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BONE
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PERTAMA

KEDUA

Membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara
(PPS) Se-Kecamatan Libureng Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Selatan dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone yang nama
personilnya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi :

a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK

dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih

sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih
tetap;

membentuk KPPS;

mengangkat petugas pemuktahiran data pemilih;

mengumumkan daftar pemilih;

menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih

sementara;

melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar

pemilih sementara;

g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara
sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih
tetap;

h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada
huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;

i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;

j.  melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat
desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;

k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di
wilayah kerjanya;

I. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi
peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu;

m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh
TPS di wilayah kerjanya;

n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;

0. membuat berita acara penghitungan suara serta sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi
peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan dan PPK;

p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah
penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

g. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari
yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari
setiap TPS;

r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
disampaikan oleh pengawas Pemilu lapangan;

s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam
hal penghitungan suara;

v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewaijiban lain yang
diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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KETIGA . Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
diktum kedua diatas dibebankan kepada RKA Pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati
Bone Tahun 2012-2013.

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 15 Juli 2012

astiays KOMISI PEMILIHAN UMUM
) ARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM ~ KABUPATEN BONE

KABUPATEN BONE .
Kepala Sub Baglan Hukum, Ketua

“;/ ttd

£ AKSI HAMZAH, SE, M.Si

TEMBUSAN : Kepada Yth,

1. Ketua KPU di Jakarta

2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua KPU Provinsi Sul-Sel di Makassar

4. Bupati Bone di Watampone
5. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone
6. Kepala DPKAD Kab. Bone di Watampone
7. Camat yang bersangkutan di Watampone
8. Masing-masing Yang bersangkutan.
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Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone Tahun 2012

Nomor

. 05/Pilbup/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VI1/2012

Nol

KECAMATAN

DESA/KELURAHAN

NAMA

LIBURENG

1. Kel. Tana Batue

—
.

HARNIATI RAHMAT

N

M. RAKIB MUHARRAR

w

ANUGRAH RIA RESKI, S.Pd

2. Desa Tompo Bulu

i

ISMAIL

N

NASRAH, S.Pd.1

MARIADI, S.Pd

3. Desa Tappale

™

A. MUSMULIADI

»

HASNIATI

ABDUL RAHMAN

4. Desa Polewali

A. BURHAN LANGKE

SUBAER, A.Ma, S.Pd

o | a1

ABD. AZIS, S.Pd

5. Desa Pitumpidange

5

DRS. ALIMUDDIN

™

A. ZULKARNAIN, SH, S.Pd

SARKIMIN

6. Desa Bune

g0

H. ABD. GAPPAR

™

AMIRUDDIN

ABD. LATIF

7. Desa Swadaya

—

JUMAR, S.Pd

i

MUH. YUNUS

MUH. SIDIN

8. Desa Binuang

=

LUNGGA S.

i

MUH. RUSDI

DUDDIN, S.Pd

9. Desa Mallinrung

=

ABD. KADIR

i

JAMALUDDIN

TAKDIR

10. Desa Ceppaga

e

PAEWAI

e

MUSTAMIN

ABD. WAHAB

11. Desa Baringeng

[y

A. SAFRI, A.Ma.Pd.Or

™

KAMARUDDIN

SUDIRMAN,S.Pd

12. Desa Mario

-

A. SUMANTRI, A.Ma

o

RUSLI

BAHZA, A.Ma
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KECAMATAN DESA/KELURAHAN NAMA

13. Desa Wanua Waru

[y

SUPRIADI

N

H. ASISWANTO

3. DRS. H. SYAHRUDDIN

14. Desa Mattiro Walie

-

MUHAMMAD ALI

N

DARMAWATI

3. ISWANDI

=

15. Desa Poleonro HJ. JUMIATI

N

MUSTAKIN NUSU

3. MUSTAKIN

16. Desa Mattiro Bulu

=

HJ. NURHAYATI

N

ABD. AZIS

W

MUH. DARWIS

=

17. Desa Mattiro Deceng CUDDIN

M

ABD. KADIR

3. RUSTAM KARIM

et

18. Desa Suwa A. FITRIANA

M

HAMKA

3. SUHARDI ALI

—

19. Desa Laburasseng SYAMSUL BAHRI

20

SYAMSUDDIN

3. BUHARI

20. Desa Ponre-Ponre A. JAMALUDDIN

HJ. A. MARYAM

ot Lo

SALDANG

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 15 Juli 2012

KOMIS| PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Ketua

ttd

SE KRR TARIAT KOMIS! PEMILILAN UNUM AKSI HAMZAH, SE, M.Si
PATEN BONE
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